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ABSTRACT

This study aims to analyze factors that influenag tompliance in KPP Pratama
Semarang. The variables which are used in thisareseis taxpayer's compliance as dependent
variable, and knowledge and understanding of tegulations, perception of the tax system’s
effectiveness, tax authorities’ service, and taxflad as the independent variables. This research
also using 3 (three) control variables, such as paxalties, construction of public facilities, and
the level of education.

This study uses quantitative research methods, evhéve data obtained from
guestionnaires with Convenience Sampling methada Rnalysis in this research uses multiple
linear regression analysis with SPSS 20.00 for \&ivel

The results of this research are as follows: (1pwledge and understanding of tax
regulations on taxpayer’s compliance is positivel aignificant, (2) perception of the tax system’s
effectiveness did not significantly gives positimBuence to taxpayer's compliance, (3) tax
authorities’ service on taxpayer's compliance issitige and significant, (4) tax conflict did not
significantly gives negative influence to taxpagecompliance, (5) tax penalties did not
significantly gives positive influence to taxpagetbmpliance, (6) construction of public facilities
on taxpayer's compliance is positive and significa(v) level of education on taxpayer’s
compliance is positive and significant.

Keywords: knowledge and understanding of tax reijpuia, perception of the tax system’s
effectiveness, tax authorities’ service, taxpayegspliance

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki misi nasionajty mewujudkan Indonesia yang
aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Datagtaksanakan pembangunan nasional,
pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar kumuewujudkannya. Pembiayaan
pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaraw&zatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengagandalkan dua sumber
pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumbea di@ham negeri. Contoh dari sumber dana
eksternal adalah pinjaman luar negeri dan hibatiarggkan contoh dari sumber dana internal
adalah penjualan migas dan non migas serta pajalanDupaya mengurangi ketergantungan
sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara teeamerus berusaha meningkatkan sumber
pembiayaan pembangunan internal, salah satu pemm@mgnternal adalah pajak. Penerimaan
pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemedatepembangunan.

Menurut Tjahyono dan Fakhri (2005), pajak adalatiskewajiban menyerahkan sebagian
daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suanade kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebag&uman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tiddag ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dalam perkembangan Indonesia dari waktu ke waldjaksadanya reformasi di bidang
pajak tahun 1983, negara kita mulai menerapie@hassessment systeDimana di dalam sistem
ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mutdari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung bgagrajak yang terutang dan menyetorkan

! Corresponding author




DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 2

kewajibannya. Sistem ini memberikan peluang bagibwgajak untuk bertindak curang dengan
cara sengaja mengisi laporan yang tidak benar agergetak dari kewajiban pajaknya. Disini peran
fiskus atau aparatur perpajakan adalah sebagaiipangembimbing, dan pengawas pelaksanaan
kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Olehekear itu, self assessment system akan
berjalan dengan baik apabila masyarakat memihigkiat kepatuhan perpajakan yang tinggi.

Salah satu kendala yang menghambat keefektifagupgoulan pajak adalah kepatuhan
wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Banyakhwpgjak yang dengan sengaja tidak patuh
dan minimnya kesadaran wajib pajak membuat wajjakpanggan untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Menurut Nurmantu (2009) kepatuhapbwazajak dapat didefinisikan sebagai
sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajakg yanelaksanakan semua kewajiban
perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakasegaai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercaealu ditumbuhkan secara terus menerus
kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memeregjikan perpajakan. Kesadaran
perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendanpa memperhatikan adanya sanksi
perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan tinalbeth#t mengetahui adanya sanksi perpajakan.
Meskipun demikian, dalam praktiknya sulit membedalkgakah wajib pajak yang memenuhi
kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadataun kepatuhan perpajakan.

Tax payer factoramerupakan faktor yang melekat pada wajib pajakeldur Jenderal
Pajak menganggatax payer factoramerupakan faktor yang bersifahcontrollable sedangkan
faktor tax law tax policy dantax administrationbersifatcontrollable (Suyatmin, 2004). Wajib
pajak tidak boleh diperlakukan sebagai obyek tetapagi subyek yang harus dibina agar bersedia,
mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpa{&enfran, 2003). Hal ini perlu dilakukan
karena faktor yang melekat pada wajib pajak damgdidberpengaruh kuat terhadap kepatuhan
wajib pajak yang sulit dipengaruhi dan dikendalikan

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadapuneeraperpajakan memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mearken pajaknya. Pengetahuan adalah
informasi yang diketahui atau disadari oleh sesepr&engetahuan muncul ketika seseorang
menggunakan akal budinya untuk mengenali benda kggadian tertentu yang belum pernah
dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskusndlitkeoleh dimensi kualitas sumber daya
manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistenmnrafsi perpajakan. Standar kualitas pelayanan
yang maksimal kepada wajib pajak akan terpenuhbiEpaumber daya manusia melaksanakan
tugasnya secara profesional, bertanggung jawaiplididan transparan.

Persepsi wajib pajak tentang konflik yang ada rmdalperpajakan juga sangat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenehiajban perpajakannya. Visi dari
Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi institusmgrintah yang dipercaya masyarakat dengan
integritas dan profesionalisme yang tinggi maspaddang sebelah mata oleh masyarakat terutama
dengan munculnya kasus penggelapan pajak padaatwad 2010 oleh salah satu fiskusnya yang
diduga sebagai Makelar Kasus Pajak, Gayus Tambuieaistiwa ini memicu reaksi masyarakat
yang menjadi apatis terhadap pembayaran pajak.

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untukngamalisis pengaruh pengetahuan dan
pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatw#jignpajak. Tujuan kedua dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi ahtfighs sistem perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Tujuan ketiga dari penelitian ini aatauntuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus
terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan keempat plmelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh konflik pajak terhadap kepatuhan wajibkpaj

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalaborm Aksi Beralasan yang
dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980) meskgla bahwa niat perilaku seseorang
tergantung pada sikap seseorang tentang perilakundana subyektif. Niat perilaku mengukur
kekuatan relatif seseorang untuk melakukan perildenelitian ini juga menggunakan Teori
Atribusi yang dikemangkan oleh Harold Kelley (197Z2eori ini menjelaskan bahwa ketika
individu mengamati perilaku seseorang, individuséeut berupaya untuk menentukan apakah
perilaku tersebut disebabkan secara internal dtatemmal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum,
2012).
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KERANGKA PEMIKIRAN TEORITISDAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalahaegtfaktor-faktor yang mempengaruhi
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. &kl yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak delapan variabel, yaitu empat variabepedden, tiga variabel kontrol dan satu variabel
dependen. Variabel independen yang digunakan ymnhgetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan (X), persepsi atas efektifitas sistem perpajakas), (Bersepsi wajib pajak tentang
pelayanan fiskus (¥ dan persepsi atas konflik wajib pajaks XVariabel kontrol yang digunakan
yaitu sanksi pajak (3§, pembangunan fasilitas publik {)Xdan tingkat pendidikan (X Sedangkan
variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhgib pajak (Y).

Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Per pajakan

Pendidikan formal memiliki pengaruh terhadap pesigean itu sendiri. Pengetahuan
sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimhasagkan bahwa dengan pendidikan yang
tinggi maka orang tersebut akan semakin luas penggtahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan,
bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendaktiakn berpengetahuan rendah pula.
Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengathaaspek, yaitu aspek positif dan negatif.
Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seggsmnakin banyak aspek positif dan objek
yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap maksiti terhadap objek tertentu. Pengetahuan
adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubiglakt tahu menjadi tahu dan menghilangkan
keraguan terhadap suatu perkara (Widayanti danid\u2D10). Dalam penelitian terdahulu
(Widayati dan Nurlis, 2010), bahwa pengetahuan gimahaman peraturan perpajakan dipercaya
memiliki pegaruh terhadap kepatuhan wajib pajakmanembayar pajaknya.

H, : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturarkgagapengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan membayar pajak.

Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pagkvh sistem perpajakan yang ada
sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan pargbwaajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauaib wajak untuk membayar pajak. Media
yang digunakan dalam membayar pajak berkaitanderajan persepsi wajib pajak terhadap sistem
perpajakan di Indonesia. Jika wajib pajak merasawhasistem perpajakan yang sudah ada
terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak ed@miliki pandangan yang positif untuk sadar
membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan ydadidak memuaskan bagi wajib pajak, maka
hal itu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H. : Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpeunlygrositif terhadap tingkat kepatuhan

membayar pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepadalamargngan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonaltagipta kepuasan dan keberhasilan (Luh,
2009). Persepsi kepuasan wajib pajak tentang peayéiskus dibentuk oleh dimensi kualitas
sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakansidéem informasi perpajakan. Kepuasan
wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberifiskus biasanya memberikan respon positif
berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jikathateperpajakan dibuat sederhana dan mudah
dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan fiskas dtak dan kewajiban kepada wajib pajak
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. IRene yang dilakukan oleh Luh
(ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi, diaksegygal 12-11-2012) dan Rahman (2012)
menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentangypeln fiskus berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Hs: Persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskugpbagaruh positif terhadap kepatuhan

pajak.

Konflik Pajak
Maraknya kasus atau konflik mengenai pajak yangaderdi Indonesia diperkirakan
mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajalandamelaporkan dan membayarkan
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kewajiban pajaknya. Terjadinya banyak kasus paaitama yang disebabkan oleh oknum-oknum
penting pemerintahan semakin menambah kekecewaaked@lakpercayaan wajib pajak untuk
membayarkan pajaknya pada negara. Ketidakmeratediphjak pun menjadi salah satu penyebab
kurangnya kepatuhan wajib pajak. Konflik pajak yawa membuat wajib pajak menjadi apatis
terhadap program-program pemerintah dalam mengguna&ndapatan negara hasil pajak. Tidak
sedikit wajib pajak yang mengambil kesimpulan daenmtuskan untuk tidak melapor dan
membayar kewajiban pajaknya dengan alasan takgtpgak mereka jatuh dan malah dimonopoli
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
H,4: Konflik wajib pajak berpengaruh negatif terhadiegpatuhan pajak.

METODE PENELITIAN
Variabel Pendlitian

Variabel dependen penelitian adalah kepatuhan vpajak orang pribadi. Wahyu (2008)
menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisi&bagai wajib pajak mempunyai kesedian
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai depgsaturan yang berlaku tanpa perlu
diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,gaggim ataupun ancaman dan penerapan sanksi
baik hukum maupun administrasi.

Variabel independen yang pertama adalah pengetaldaan pemahaman peraturan
perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan perparmjakan adalah proses dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaipiikegya untuk membayar pajak.
Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengendiunaeraperpajakan berkaitan dengan
persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakupgecgived control behavipdalam kesadaran
membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan lpgmen wajib pajak, maka wajib pajak
dapat menentukan perilakunya dengan lebih baiksdanai dengan ketentuan perpajakan. Namun
jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengeparaturan dan proses perpajakan, maka
wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dantepat.

Variabel independen yang kedua adalah persepsetgksfitas sistem perpajakan. Masih
banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif teghapetugas pajak yang dapat dilihat dari
rendahnya pelayanan petugas pajak. Dengan adarsgppeyang baik yang baik dari wajib pajak
bahwa sistem perpajakan yang ada sekarang sudatefektif dan lebih memudahkan wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistemaekpn Indonesia sudah mulai membenahi
diri, terbukti dari adanyae-filling, e-SPT e-NPWR drop box dan e-bankingyang tentu saja
memberi kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajaik umembayar pajak.

Variabel independen yang ketiga adalah pelayanskud. Persepsi wajib pajak tentang
pelayanan fiskus adalah ketika fiskus secara maksinelayani wajib pajak. Ketika wajib pajak
merasa puas atas pelayanan yang diberikan fiskalka mereka cenderung akan melaksanakan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan damtéan yang berlaku. Apabila ketentuan
perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahamiwagh pajak, maka pelayanan fiskus atas
hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat diladdsam secara efektif dan efisien.

Variabel independen keempat adalah konflik pajé&nflik pada penelitian ini akan
digerakkan oleh tingkat konflik yang dialami olefajilb pajak, yaitu rendah dan tinggi. Tingkat
konflik yang rendah akan ditunjukkan dengan dukangajib pajak terhadap pemerintah untuk
membayar pajak, namun wajib pajak tersebut juganimgenggunakan uang pajaknya untuk
kepentingan pribadinya. Sedangkan tingkat konflikg tinggi ditunjukkan dengan wajib pajak
yang menentang untuk membayar pajak seperti fer@kesus Gayus.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalajilVPajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Semarang. Teknik pengambilan sampel dadaelif\an ini menggunakasonvenience
samplingdengan metode Slovin, dimana responden yang dignredalah wajib pajak orang
pribadi dalam lingkungan pengawasan KPP Pratama@ag. Jumlah minimal sampel ditentukan
dengan menggunakan rumus Slovin (Burhan Bugin, P8€i8agai berikut:

n= N

N(0,1)2 + 1
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n= 251.345
251.345(0,1)2 + 1

n= 99,96

n= 100

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Sampel Penelitian

Jumlah populasi wajib pajak pribadi tercatat teedap51.345 orang, dengan jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adafshdrang dari jumlah populasi yang terdaftar
dalam KPP Pratama Semarang. Berikut adalah tabeyahg berisikan perincian pengembalian
kuesioner.

Tabel 1
Data Pengembalian K uesioner

Keterangan Jumlah

Kuesioner yang didistribusikan 150

Kuesioner tidak kembali a7

Kuesioner kembali namun tidak memiliki jawaban legg 9)
Kuesioner dapat diolah 124
Resporrate 82,66%

Dari jumlah tersebut kuesioner yang kembali beraimi24 kuesioner atau sebesar 82,66%
dari total kuesioner yang disebar, yaitu sebes#@r Kitesioner. Kuesioner yang tidak kembali
berjumlah 17 kuesioner dan jumlah kuesioner yangbadi namun tidak memiliki jawaban
lengkap sehingga tidak dapat diolah sebesar 9 dwesi

Profil Responden

Sebelum menganalisis jawaban-jawaban respondbadap keterkaitan beberapa faktor
dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibalrasngenai gambaran umum responden.
Gambaran umum responden diperoleh dari identitagetiponden yang tercantum pada masing-
masing jawaban terhadap kuesioner. Dari informasnarafis yang mengisi kuesioner secara
penuh, terlebih dahulu akan disajikan mengenai gaambdemografis dari responden tersebut
diantaranya berisi tentang informasi mengenai jegiamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Responden yang berpartisipasi dalam penelitiasebesar 124 orang, yakni 73 orang laki-
laki dan 51 orang perempuan. Besar persentase hurmegponden laki-laki yaitu 58,87% dan
responden perempuan sebesar 41,12%a responden terbanyak adalah kelompok usia 8@ —
tahun yaitu sebanyak 67 orang atau 54,03%, diddeti kelopok usia kurang dari 30 tahun yaitu
sebanyak 51 orang atau 41,11%. Tingkat pendidigsponden yang terbanyak adalah S1 sebanyak
97 orang atau 78,22%.
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Tabel 2
Profil Responden

Karakteristik Jumlah Persen

JenisK elamin

Laki-laki 73 58,87%
Perempuan 51 41,12%
Usia
< 30 tahun 51 41,11%
31 - 40 tahun 67 54,03%
41 — 50 tahun 6 4,83%
Pendidikan
D3 - -
S1 97 78,22%
S2 26 20,96%
S3 1 0,8%
Lainnya - -

Statistik Deskriptif

Deskripsi jawaban responden di sini dimaksudkamulkumbenganalisis data berdasarkan
atas hasil yang diperoleh dari jawaban responddradep masing-masing indikator pengukur
variabel. Bagian analisis ini akan membahas merndpmauk sebaran jawaban responden terhadap
seluruh konsep yang diukur. Dari sebaran jawabaporelen selanjutnya akan diperoleh satu
kecenderungan atas jawaban responden tersebutl Z&benenyajikan hasil statistik deskriptif
variabel penelitian:

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Teoritis Empiris
Max Std.
Min Mean Min Max Mean Deviation

Pengetahuan 4 20 12 7,0C 20,0C 14,9¢ 3,09
Efektifitas 4 20 12 7,0C 20,0C 15,5¢ 2,95
Pelayanan 5 25 15 5,0C 25,0C 17,22 3,93
Konflik 4 20 12 4,0C 20,0 14,0¢ 3,48
Sanksi 5 25 15 8,0C 25,0C 19,8¢ 3,80
Pembangunan 5 25 15 7,0C 25,0C 17,6€ 3,18
Pendidikan 3 5 4 3,0C 5,0C 3,28 ,51
Kepatuhan 4 20 12 6,0C 20,0C 16,02 3,29

Berdasarkan Tabel 4.3, pada pengukuran yang peryaia variabel pengetahuan dan
pemahaman peraturan perpajakan kisaran empiri& milai minimum adalah 7, nilai maksimum
adalah 20, dengan standar deviasi 3,09 sertaméan sebesar 14,99. Jika dilihat dari nilai mean
pada kisaran empiris lebih tinggi dibandingkan @aengilai kisaran teoritis, yaitu sebesar 12.

Selanjutnya, pengukuran kedua pada variabel peraggs efektifitas sistem perpajakan
memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maksimunbssar 20, dengan nilai standar deviasi 2,95,
serta nilai mean sebesar 15,59 pada kisaran em§ieigerti halnya variabel pengetahuan dan
pemahaman peraturan perpajakan, nilai mean variabglada kisaran empirisnya lebih tinggi
dibandingkan nilai mean pada kisaran teoritisrgleny sebesar 12.

Pada variabel ketiga yakni pelayanan fiskus, dililari kisaran empiris untuk nilai
minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, desgadar deviasi sebesar 3,93, serta nilai
mean sebesar 17,22 yang melebihi nilai mean padaaki teoritis sebesar 15.
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Berikutnya, pada pengukuran variabel konflik pajdkaran empiris untuk nilai minimum
diketahui sebesar 4, nilai maksimum 20, dengan stendar deviasi 3,48, serta mean sebesar
14,08. Bila dilihat dari mean pada kisaran empimielalui hasil jawaban responden, nilainya
melebihi nilai kisaran teoritis sebesar 12, ini mngnkkan bahwa adanya konflik pajak tidak
mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Variabel selanjutnya merupakan variabel kontrotgea, yaitu sanksi pajak. Variabel ini
memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimunbesar 25, serta mean sebesar 19,83. Pada
kisaran empiris nilai mean lebih tinggi dibandingkdlai mean pada teoritis sebesar 15.

Variabel kontrol kedua yaitu pembangunan fasilgablik dengan nilai empiris minimum
sebesar 7, nilai maksimum sebesar 25, serta méasael7,68. Pada kisaran empiris, nilai mean
lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean padaten teoritis, yaitu sebesar 15.

Variabel kontrol ketiga merupakan tingkat pendidikRada kisaran empiris, variabel ini
memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimunbesar 5, dan nilai mean sebesar 3,28. Pada
kisaran teoritis, variabel ini memiliki nilai meapang lebih tinggi dibandingkan dengan
empirisnya, yaitu sebesar 4.

Pembahasan Hasl Penelitian
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan SP880ZXor Windows hasil dari
persamaan regresi linier berganda dalam sebuahl mhaolat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Statistik t
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients t Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,439 2,163 ,665 ,507
Pengetahuan ,186 ,081 , 190 2,293 ,024
Persepsi ,082 ,087 ,081 ,939 ,350
Pelayanan ,154 ,073 ,192 2,108 ,037
Konflik -,092 ,069 -,107 | -1,346 ,181
Sanksi ,081 ,067 ,105 1,203 ,231
Pembangunan ,233 ,094 ,248 2,481 ,015
Pendidikan 1,045 ,435 ,183 2,400 ,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan

1. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakaa pecsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mjkiingan KPP Pratama Semarang.
Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai t hitund,293 > t tabel = 1,66 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil temuan tersebut
menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan danalpgman akan peraturan
perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan vpaijak.

2. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan seaasdal tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Haldapat dilihat dari besarnya nilai t
hitung = 0,939 < t tabel = 1,66 dengan tingkat iiigmsi sebesar 0,350 lebih besar
daripadao = 0,05. Dari hasil temuan tersebut menunjukkanmaatariabel ini tidak
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak apabila tidgklzling bersama variabel lainnya.

3. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh pdaitifsignifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnydant hitung = 2,108 > t tabel = 1,66
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037 lebibil kdaripadaa = 0,05. Dari hasil
temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin baik pelayanan yang
diberikan oleh para petugas pajak maka semakigitmga kepatuhan wajib pajak.

4. Konflik pajak secara parsial berpengaruh negatihuna tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dagshrnya nilai t hitung = -1,346 <t
tabel = 1,66 dengan tingkat signifikansi sebesaBD |ebih besar daripada= 0,05.
Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa veriabi tidak mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak apabila tidak digabung besseaniabel lainnya.
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5. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruhifpdait signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarny#int hitung = 1,203 < t tabel = 1,66
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,231 lebitabelaripadax = 0,05. Dari hasil
temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel inktddampengaruhi kepatuhan wajib
pajak apabila tidak digabung bersama variabel yainn

6. Pembangunan fasilitas publik secara parsial begrehgpositif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dagsarnya t hitung = 2,481 > t tabel =
1,66 dengan tingkat signifikansi 0,015 lebih keldlipadao = 0,05. Dari hasil temuan
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau tareya pembangunan fasilitas
publik maka semakin tinggi pula kepatuhan wajitagaj

7. Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh ipodién signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dagsarnya t hitung = 2,400 > t tabel =
1,66 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01&l&bril daripadar = 0,05. Dari hasil
temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggikait pendidikan seseorang maka
semakin tinggi pula kepatuhannya dalam melaporkanndembayarkan pajaknya.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepatuhvajib pajak dipengaruhi oleh
variabel independen pertama, yaitu pengetahuanpdarahaman peraturan perpajakan. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin paikgetahuan dan pemahaman seseorang
mengenai peraturan perpajakan semakin tinggi putpatkihan perpajakannya. Hipotesis
selanjutnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib péigdkk dipengaruhi oleh persepsi atas
efektifitas sistem perpajakan. Hal ini terjadi keaeberdasarkan hasil uji regresi linier berganda
tidak ditemukan signifikansi dalam hubungan kedaidabel ini.Hasil pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengarubdaghkepatuhan wajib pajak. Semakin baik
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak, nsakaakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan batwnflik pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena beettkan hasil uji regresi linier berganda tidak
ditemukan signifikansi dalam hubungan kedua vatigdbe

Keterbatasan penelitian ini yang pertama adalah(8) variabel kontrol yang digunakan,
yakni sanksi pajak dan pembangunan fasilitas pialitang mendukung untuk digunakan sebagai
pengontrol dalam penelitian mengenai kepatuharbvpajak. Keterbatasan yang kedua adalah data
penelitian diperoleh dari jawaban langsung respordigan menggunakan instrumen kuesioner.
Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrolysltbyang diteliti sehingga dimungkinkan
timbul perbedaan atas maksud dan tujuan pernyatéeterbatasan ketiga dalam penelitian ini
adalah penyebaran kuesioner yang kurang meratadigangkinkan menjadi penyebab tidak
signifikansinya beberapa variabel.
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